QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'’ALA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Menimbang :

M engingat

a

© L

BUPATI PIDIE JAYA,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta Peraturan Pemerintah  Nomor 65
Tahun 2001 tentang Paak Daerah,
dipandang perlu untuk mengatur dan
menetapkan Pajak Pengambilan  dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan dalam suatu Qanun;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3041) sebagaiman telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaiman telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Paak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);
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6.

10.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor  4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006
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Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4683 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Paak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

TENTANG PAJAK PENGAMBILAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB Il
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie
Jaya.

Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disebut DPRK adalah DPRK Kabupaten Pidie Jaya.

Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut
Qanun Kabupaten Pidie Jaya.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
Daerah tanpa imbalan. Langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksa berdasarkan peraturan Perundang-undangan
yang Dberlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan
Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
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